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Avrticle History Abstract. The rapid growth of e-commerce transactions in Indonesia increases the risk of
misuse of consumer personal data. This study aims to analyze personal data protection in
e-commerce transactions from the perspective of commercial law and Law Number 27 of
2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), and to identify challenges in its
implementation. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory,
conceptual, and comparative study approach. Data were obtained through a documentary
study of laws and regulations, scientific literature, journals, and related legal documents.
Data analysis was conducted qualitatively through legal inventory, data classification,
legal interpretation, and drawing conclusions. The results show that before the enactment
of the PDP Law, personal data protection regulations in Indonesia were still sectoral and
scattered across various regulations, thus not providing adequate legal certainty. The PDP
Law strengthens personal data protection by regulating data subject rights, data controller
obligations, data processing mechanisms, and administrative and criminal sanctions for
violations. However, the implementation of the PDP Law still faces challenges in the form
of harmonization of sectoral regulations, compliance monitoring, and regulation of cross-
border data transfers. These findings indicate that the effectiveness of personal data
protection in the e-commerce ecosystem is not only determined by the existence of
regulations, but also by institutional readiness and oversight mechanisms.
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Abstrak. Pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia meningkatkan risiko
penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis
perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce berdasarkan perspektif hukum
dagang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
(UU PDP), serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual,
dan studi komparatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Analisis data
dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi hukum, klasifikasi data, interpretasi
hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum
diberlakukannya UU PDP, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih
bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi sehingga belum memberikan
kepastian hukum yang memadai. Kehadiran UU PDP memperkuat perlindungan data
pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme
pemrosesan data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun,
implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi sektoral,
pengawasan kepatuhan, dan pengaturan transfer data lintas negara. Temuan ini
menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam ekosistem e-commerce
tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan
dan mekanisme pengawasannya.
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PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah lanskap perdagangan global secara fundamental,
termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan internet mendorong
pertumbuhan transaksi e-commerce yang semakin pesat, terutama setelah pandemi COVID-19
yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi (Rismawati, 2021). Data
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai
Rp531,1 triliun pada tahun 2023 dan meningkat sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia
Tenggara dengan tingkat penetrasi internet mencapai 77,02% dari total populasi atau sekitar
215,63 juta pengguna (APJII, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan
digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern dan memberikan
peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di balik pertumbuhan tersebut, transaksi e-commerce juga menimbulkan persoalan baru
terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam setiap transaksi digital, konsumen
diwajibkan memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, data
keuangan, hingga preferensi belanja yang tersimpan dalam sistem platform digital (Budhijanto,
2020). Data pribadi tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat dimanfaatkan
oleh pelaku usaha untuk analisis pasar, personalisasi layanan, dan strategi bisnis digital
(Makarim, 2022). Namun, pengelolaan data pribadi yang tidak terkendali berpotensi
menimbulkan penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, pencurian identitas, hingga penipuan
digital yang merugikan konsumen secara materiil maupun immateriil.

Urgensi perlindungan data pribadi semakin terlihat dari meningkatnya kasus kebocoran
data di Indonesia. Kasus kebocoran data pada berbagai platform e-commerce dan fintech yang
melibatkan jutaan data pengguna menunjukkan bahwa keamanan data pribadi konsumen masih
rentan (Djafar, 2021). Selain itu, Komisi Informasi Pusat mencatat adanya peningkatan
pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi sebesar 73% selama periode 2021-2023.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan digital belum sepenuhnya
diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat terhadap data pribadi konsumen.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar
dalam berbagai regulasi sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif (Ramli, 2018).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan
perlindungan umum terhadap hak konsumen, sedangkan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perlindungan data pribadi secara terbatas dalam Pasal 26.
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Demikian pula, pengaturan dalam UU Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik belum secara khusus
mengatur mekanisme perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Akibatnya, konsumen
belum memiliki kepastian hukum yang jelas terkait pengelolaan data pribadinya, sementara
pelaku usaha digital juga belum memiliki standar baku dalam pengelolaan dan perlindungan
data pribadi konsumen (Yuniarti, 2020).

Kehadiran UU PDP menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan data
pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi terhadap
pelanggaran data pribadi (Najemi, 2023). Dalam konteks e-commerce, perlindungan data
pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek privasi, tetapi juga erat kaitannya dengan hukum
dagang karena menyangkut hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang
didasarkan pada prinsip itikad baik, tanggung jawab, dan keseimbangan para pihak
(Barkatullah, 2018; Simanjuntak, 2019). Meskipun demikian, implementasi UU PDP dalam
praktik e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan. Harmonisasi antara UU PDP dan
regulasi sektoral lainnya masih memerlukan penyesuaian yang komprehensif (Riswandi,
2023). Selain itu, pelaku usaha e-commerce membutuhkan kesiapan teknologi, sumber daya
manusia, dan sistem keamanan data yang memadai untuk memenuhi kewajiban sebagai
pengendali data pribadi (Haykal, 2023). Persoalan yurisdiksi terhadap pelanggaran data lintas
negara serta belum optimalnya pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi
juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia
(Djafar, 2023; Makarim, 2020).

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan data pribadi dari perspektif hukum
teknologi informasi atau perlindungan konsumen secara terpisah. Masih terbatas penelitian
yang mengkaji implementasi UU PDP dalam transaksi e-commerce dengan mengintegrasikan
prinsip-prinsip hukum dagang, seperti itikad baik, tanggung jawab pelaku usaha, dan
keseimbangan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi
konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan perspektif hukum dagang dan UU PDP

serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik perdagangan digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau
penelitian kepustakaan hukum (legal research) yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-

commerce ditinjau dari perspektif hukum dagang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
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tentang Pelindungan Data Pribadi (Soekanto, 2015). Penelitian hukum normatif memandang
hukum sebagai norma tertulis yang mengatur perilaku masyarakat serta hubungan
antarperaturan dalam sistem hukum positif (Ibrahim, 2017). Melalui pendekatan ini, penelitian
diarahkan untuk mengidentifikasi kekosongan norma (vacuum of norm), konflik norma
(conflict of norms), maupun Kketidakjelasan norma (unclear norm) dalam pengaturan
perlindungan data pribadi pada transaksi e-commerce.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan,
konseptual, komparatif, dan kasus (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data
pribadi, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan hukum perdagangan digital guna
menganalisis konsistensi, sinkronisasi, dan relevansi antarperaturan. Pendekatan konseptual
digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan doktrin yang berkaitan dengan
perlindungan data pribadi, seperti konsep privasi, persetujuan (consent), pengendali data
pribadi, perlindungan konsumen digital, serta prinsip-prinsip hukum dagang dalam transaksi
elektronik. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan konsep, tetapi digunakan sebagai
landasan analisis dalam menafsirkan norma hukum, mengevaluasi implementasi UU PDP,
serta menjelaskan hubungan antara perlindungan data pribadi dan prinsip-prinsip hukum
dagang dalam praktik e-commerce.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan perlindungan data
pribadi di Indonesia dengan beberapa negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang
lebih matang untuk menemukan best practices yang relevan diterapkan di Indonesia (Soerjono
Soekanto, 2015). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap berbagai kasus
kebocoran data pribadi dan sengketa perlindungan data dalam praktik e-commerce guna
menilai efektivitas penerapan regulasi serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia
(Marzuki, 2017). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi
bahan hukum, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara deduktif
untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif terkait perlindungan

data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Hukum Dagang Indonesia
Sebelum disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU

PDP), pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai

regulasi sektoral dan belum membentuk sistem yang komprehensif (Jimly Asshiddigie, 2018).
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Meskipun UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perdagangan, dan PP Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik telah memuat ketentuan mengenai keamanan data,
pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan standar perlindungan yang jelas
(Philipus M. Hadjon, 2016). Akibatnya, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce
belum berjalan optimal karena tidak adanya keseragaman mengenai definisi data pribadi,
mekanisme persetujuan, dan kewajiban teknis pelaku usaha digital (Rosadi, 2020). Kondisi ini
menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas dalam
pengelolaan data konsumen.

Kelemahan regulasi sebelum UU PDP juga terlihat dari minimnya pengawasan dan
penegakan hukum. Meskipun penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan
data, tidak terdapat standar keamanan minimum maupun mekanisme pelaporan insiden yang
memadai (Kristiyanti, 2018). Akibatnya, berbagai kasus kebocoran data sering kali tidak
ditindaklanjuti secara transparan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum dan praktik perlindungan data di lapangan, sehingga hak privasi konsumen belum
terlindungi secara efektif. Dari perspektif hukum dagang, hubungan antara konsumen dan
platform e-commerce didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Namun, dalam
praktiknya posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha (Najemi,
2023). Persetujuan penggunaan data pribadi umumnya diberikan melalui click-wrap agreement
yang bersifat take it or leave it, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk
menegosiasikan klausul perlindungan data (Barkatullah, 2018). Selain itu, kebijakan privasi
yang kompleks membuat banyak konsumen tidak memahami bagaimana data mereka diproses
dan digunakan (Djafar, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan
belum sepenuhnya mencerminkan informed consent.

Kehadiran UU PDP menjadi langkah penting karena memberikan dasar hukum yang lebih
jelas mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran data
pribadi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur
keamanan data, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya lembaga pengawas
perlindungan data pribadi. Dengan demikian, persoalan perlindungan data pribadi dalam e-
commerce tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga efektivitas
implementasi, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip

perlindungan data secara konsisten dalam praktik perdagangan digital.
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Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Konsumen E-Commerce

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan
kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi data pribadi konsumen pada
transaksi e-commerce. Dibandingkan regulasi sebelumnya yang bersifat sektoral dan parsial,
UU PDP telah menetapkan definisi data pribadi, klasifikasi data, prinsip pemrosesan data, hak
subjek data, serta kewajiban pengendali data secara lebih jelas (Shinta Dewi Rismawati, 2021).
Dalam praktik e-commerce, pengaturan ini penting karena platform digital tidak hanya
mengelola data identitas konsumen, tetapi juga data keuangan dan perilaku transaksi yang
memiliki risiko tinggi apabila disalahgunakan.

Implementasi UU PDP dalam e-commerce menunjukkan adanya pergeseran dari
pendekatan administratif menuju perlindungan berbasis hak konsumen. Platform e-commerce
diwajibkan memperoleh persetujuan yang sah, transparan, dan mudah dipahami sebelum
memproses data pribadi konsumen. Ketentuan ini menjadi penting karena sebelumnya
persetujuan konsumen seringkali hanya bersifat formalitas melalui klik persetujuan tanpa
pemahaman yang memadai mengenai penggunaan data pribadi. UU PDP juga memperkuat
posisi konsumen melalui hak akses, hak perbaikan data, hak penghapusan data, hingga hak
keberatan terhadap penggunaan data untuk kepentingan pemasaran (Makarim, 2022). Dengan
demikian, konsumen memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data pribadinya.

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, UU PDP juga menuntut peningkatan
tanggung jawab platform e-commerce sebagai pengendali data pribadi. Platform wajib
menerapkan sistem keamanan data, melakukan pencatatan aktivitas pemrosesan, serta
melaporkan insiden kebocoran data dalam jangka waktu tertentu. Namun, efektivitas
implementasi kewajiban tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada kesiapan
infrastruktur keamanan data dan kemampuan teknis pelaku usaha digital. Banyak platform
belum sepenuhnya menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default karena
membutuhkan investasi teknologi dan sumber daya manusia yang besar (Haykal, 2023).
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU PDP tidak hanya bergantung
pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan operasional pelaku usaha.

Pengaturan transfer data lintas negara dalam UU PDP menjadi tantangan penting dalam
ekosistem e-commerce global. Banyak platform digital menggunakan layanan cloud
computing internasional sehingga data konsumen berpotensi diproses di luar wilayah
Indonesia. Meskipun UU PDP telah mengatur syarat transfer data lintas negara,
implementasinya masih memerlukan standar teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih

jelas agar perlindungan data konsumen tetap terjamin. Oleh karena itu, efektivitas UU PDP
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dalam transaksi e-commerce masih membutuhkan penguatan kelembagaan pengawas,
harmonisasi regulasi sektoral, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha agar perlindungan

data pribadi konsumen dapat terlaksana secara optimal.

Tantangan dan Solusi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
dalam transaksi e-commerce masih menghadapi tantangan pada aspek harmonisasi regulasi.
Sebelum lahirnya UU PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara parsial melalui
berbagai regulasi sektoral, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU
Perdagangan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih norma serta perbedaan
standar perlindungan data antar sektor (Rosadi, 2020). Meskipun UU PDP hadir sebagai
regulasi utama yang lebih komprehensif, sinkronisasi antarperaturan masih diperlukan agar
tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Temuan ini menunjukkan bahwa
penguatan perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital memerlukan pendekatan regulasi
yang terintegrasi agar mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku
usaha.

Selain harmonisasi regulasi, implementasi UU PDP juga terkendala oleh belum
optimalnya perangkat pelaksana. Beberapa ketentuan teknis yang berkaitan dengan tata kelola
data pribadi, standar keamanan data, serta mekanisme pengawasan belum sepenuhnya tersedia
secara rinci. Akibatnya, pelaku usaha e-commerce masih menghadapi kesulitan dalam
menerapkan standar perlindungan data yang seragam dan sesuai dengan ketentuan hukum
(Riswandi, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung
pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kejelasan aturan pelaksana yang mendukung
implementasi di lapangan.

Tantangan lain terlihat pada keterbatasan kapasitas teknis pelaku usaha, khususnya
platform e-commerce skala kecil dan menengah. Banyak pelaku usaha belum memiliki
infrastruktur keamanan data yang memadai, seperti sistem enkripsi, audit keamanan, dan
mekanisme deteksi kebocoran data (Haykal, 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi
digital yang sangat cepat, termasuk penggunaan artificial intelligence dan big data analytics,
turut meningkatkan kompleksitas perlindungan privasi konsumen dalam transaksi elektronik
(Djafar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi isu

hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia.
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Karakter e-commerce yang bersifat lintas negara turut menimbulkan tantangan dalam
pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform asing yang memproses data konsumen
Indonesia di luar yurisdiksi nasional (Badan Siber dan Sandi Negara, 2023). Kondisi ini
menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan kerja sama internasional dan
harmonisasi dengan standar perlindungan data global. Dalam perspektif akademik, berbagai
tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam UU
PDP dengan implementasi praktis di lapangan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan hukum dagang digital dengan menegaskan bahwa data pribadi tidak
lagi sekadar isu privasi, tetapi telah menjadi bagian dari objek perlindungan dalam hubungan
hukum perdagangan elektronik. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum dagang seperti itikad
baik, transparansi, tanggung jawab pelaku usaha, dan keseimbangan para pihak perlu diperluas
cakupannya hingga mencakup tata kelola data pribadi konsumen. Temuan ini juga
memperkaya kajian perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menunjukkan bahwa
efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga
oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas teknologi, dan kepatuhan pelaku usaha dalam ekosistem
ekonomi digital.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-
commerce tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan
penguatan kelembagaan pengawas, percepatan penyusunan peraturan pelaksana, peningkatan
literasi digital masyarakat, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan
keamanan data (Makarim, 2020; Djafar, 2023). Dengan langkah tersebut, implementasi UU
PDP diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan

relevan dengan perkembangan hukum dagang digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-
commerce di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum UU
PDP diberlakukan, pengaturan perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral dan
fragmentaris sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang
memadai bagi konsumen. Kehadiran UU PDP menjadi landasan hukum yang lebih
komprehensif dengan mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme
pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa

tantangan utama perlindungan data pribadi dalam e-commerce tidak lagi terletak pada
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kekurangan regulasi, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan yang masih dihadapi
meliputi harmonisasi regulasi sektoral, keterbatasan kapasitas pengawasan, kesiapan teknologi
dan sumber daya manusia pelaku usaha, serta kompleksitas pengelolaan data lintas negara.
Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi memerlukan sinergi
antara regulasi, kelembagaan pengawas, dan kepatuhan pelaku usaha.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi telah
menjadi bagian penting dari hukum dagang digital karena berkaitan langsung dengan prinsip
itikad baik, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan konsumen dalam transaksi
elektronik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU PDP akan menjadi faktor penting
dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekosistem e-

commerce yang aman, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.
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